PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN TATA CARA

Menimbang

Mengingat

PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan
terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama
Menara  Telekomunikasi, maka  Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Tata
Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999

tentang Jasa Konstruksi, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3832);



7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3881);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4956);

13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan  Telekomunikasi  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3981);



17.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

19.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

20.Peraturan Daerah  Kabupaten Daerah  Tingkat I
Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri D Nomor
1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 6);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 6);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2010 tentang tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 10);

24 .Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2011 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN TATA CARA
PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Ketentuan Bab V dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 10)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PERIZINAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 16

(1) Setiap penyedia menara telekomunikasi wajib memiliki izin pengendalian
menara telekomunikasi dari Bupati.

(2) Penyedia menara telekomunikasi yang akan menambah penggunaan menara
wajib mengajukan surat permohonan izin pengendalian menara telekomunikasi
dengan dilampiri :

a. Foto copi Izin Mendirikan Bangunan Menara; dan

b. Perjanjian Kerjasama antara penyedia menara dan penyelenggara
telekomunikasi.

(3) Pemberian izin pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan terpadu dan tidak dipungut
biaya.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 20



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN
BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

I.UMUM

Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan pelayanan perizinan
maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
perlu disesuaikan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Tata
Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

II.PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 40



